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ABSTRAKSI 

: Drs. Burhanuddin Harahap, MA 
: Drs. Usman Tarigan, MS 
: IMPLEMENTASI KEBUAKAN KEPPRES NOMOR 80 

TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH BERUP A KOMPUTER P ADA BIRO 
PERLENGKAP AN SETDA PROVSU. 

Untuk terselenggaranya berbagai urusan yang telah diberikan oleh Pemerintah 
Pusat kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengurus 
dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Seiring dengan penyelenggaraan 
berbagai urusan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengadaan barang/jasa yang dibutuhkannya dalam penyelenggaraan berbagai urusan 
yang telah diberi:kan pemerintah atasan kepadanya. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini di� teknik pen�pulan 
data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk analisis 
data dilakukan dengan mengklasifikasikan gejala ke dalam kelas-kelas tertentu 
sehingga memudahkan bagi penulis untuk mendeskripsikan kepada perkembangan 
pada masa kini dan pada masa yang akan datang sesuai dengan objek permasalahan 
yang sedang diteliti. 

Menurut penelitian penuylis bahwa, untuk terselenggaranya pengadaan barang 
berupa komputer pada Setda Provsu yang dibiayai melalui APBN/ APBD, proses 
pengadaannya dilakukan melalui Biro Perlengka.pan. Kebutuhan yang kian meningkat 
akan komputer menyebabkan pengadaan menunjukkan angka yang meningkat. 
Pengadaan dari tahun 2003 senilai Rp.390.000.000, tahun 2004 Rp.415.000.000, dan 
pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.726.000.000. Proses pengadaannya sudah 
dapat dilakukan sesuai. dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pembayaran 
barang pada umumnya sudah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
apabila barang-barang yang ditenderkan atau melalui penunjukan dipenuhi sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan batas waktu 
penyerahan barang sudah dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati. 

Kesimpulan dapat dikemukakan yai� pengadaan barang dibawah 
Rp.l 00.000.000 dilakukan melalui penunjukan dan diatas Rp.l 00.000.000 dilakukan 
melalui tender, prosdedur tender dan penunjukan langsung sudah dapat dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pembayaran barang kepada kontraktor 
yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sudah dapat dilakukan 
sebagaimana mestinya. 
Kata Kunci: - Implementasi 

- Keppres No. 80 tahun 2003 
- Pengadaan Barang/Jasa 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka terselenggaranya berbagai urusan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk 

mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hal ini dimaksudkan 

karena yang lebih mengetahui situasi dan kondisi pada suatu daerah adalah 

pemerintah daerahnya sendiri sehingga pihak yang berkompoten untuk menge1o1anya 

adalah pemerintah daerah. Seiring dengan penyelenggaraan berbagai urusan tersebut, 

kepada daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan barang/jasa 

yang dibutuhkannya dalam penyelenggaraan berbagai urusan yang telah diberikan 

pemerintah atasan kepadanya. 

Pasal 1 1  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan: 

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria 
eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian 
hubungan antar susunan pemerintahan 

2.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan 
daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem 
pemerintahan. 

3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang 
diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 

-· ..... . _ 
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4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman 
pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan 
o1eh pemerintah. 

Dari isi yang tertuang sebagaimana tercantum pada Pasal 1 1  Undang-Undang 

� omor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas menunjukk:an, ruang 

lingkup kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi sangat luas dan kompleks. Dengan 

demikian penanganan tugas-tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah 

dipusatkan pada satu tangan yaitu pada Biro Perlengkapan Setretariat Daerah. Dengan 

penanganan tugas yang demikian, diharapkan akan dapat menciptakan efisiensi dan 

efektivitas kerja organisasi. 

Untuk memberikan kek.uatan juridis terhadap kewenangan pengadaan 

barang/jasa di tingkat Provinsi, keluarlah Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pada dasarnya yang menjadi 

tujuan Keppres ini adalah agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan suatu prinsip 

persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlak.uan yang adil bagi semua pihak, 

sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan 

maupun manfaatnya untuk kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. 

Ha.] ini s�suai dengan prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 3 Keppres Nomor 80 

tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: 

1. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang 

- -- - .. . 
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ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2. Efektif, berarti pengadaan barangljasa harus sesuai dengan kebutuhan 
yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar
besamya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 

3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barangljasa harus terbuka bagi 
penyedia barangljasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui 
persaingan yang sehat diantara penyedia barangljasa yang setara dan 
memenuhi syaratlkriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur 

, yang jelas dan transparan. 
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan infonnasi menganai pengadaan 

barangljasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara 
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barangljasa, sifatnya 
terbuka bagi peserta penyedia barangljasa yang berminat serta bagi 
masyarakat luas pada umumnya. 

5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi 
semua calon penyedia barangljasa dan tidak mengarah untuk memberi 
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun. 

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang 
berlaku dalam pengadaan barang/jasa. 

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Keppres Nomor 80 tahun 2003 

diatas jelas bahwa, proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada lingkungan 

Setretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dilakukan secara terbuka. Dengan 

demikian dapat dikatakan, siapa saja dapat mengajukan pennohonan sebagai 

pemasok barang/jasa, dan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, 

maka memiliki kemungkinan untuk penyedia barang-barang/jasa yang dibutuhklan 

dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, pengadaan barang/jasa 

pemerintah dalam lingkungan Setretariat Provinsi Sumatera Utara terkesan 

:·dominasi oleh pihak atau orang-orang tertentu yang terindikasi dekat dengan 

--- ,_ -- - -
� 
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